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LURAH SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
KEPUTUSAN LURAH SIDOHARJO
[bookmark: _GoBack]NOMOR  13  TAHUN 2023
TENTANG
TIM  PENGELOLA  SISTEM INFORMASI DESA SARANA MEWUJUDKAN DESA AKTIF DAN SEJAHTERA (SIDA SAMEKTA)
LURAH SIDOHARJO,
	Menimbang
	:
	a. bahwa data dan informasi yang akurat dan terbarukan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera dan Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera, bahwa SIDA SAMEKTA dikelola oleh pemerintah Kalurahan;
c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud   dalam   huruf a  dan huruf b, perlu menetapkan  Keputusan  Lurah Sidoharjo tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif Dan Sejahtera (SIDA SAMEKTA);

	Mengingat











































	:
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5475);
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);



1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
1. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2015 Nomor 2);
1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa Sarana mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera dan Sistem Informasi Kabupaten guna mewujudkan masyarakat Gunungkidul Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 32 );
1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 Nomor 77);
1. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
1. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022-2027 (Lembaran Sidoharjo Ta 2022 Nomor 2);

1. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan  Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 5);
1. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 7);
1. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 10);


MEMUTUSKAN
	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Tim  Pengelola  Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif Dan Sejahtera (SIDA SAMEKTA);

	KEDUA
	:
	Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) sebagaimana di maksud Diktum kesatu bertugas :
a) Mengentri atau memasukkan data;
b) memperbaharui data;
c) mempublikasikan data dan informasi;
d) merespon tanggapan, pertanyaan, masukan, dan segala bentuk komunikasi yang ada di SIDA SAMEKTA;
e) mengembangkan aplikasi SID dalam rangka pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi  Pemerintah Kalurahan sehingga terwujud efektifitas, transparansi dalam Penyelengaraan Pemerintahan Kalurahan;
f) tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SIDA SAMEKTA; dan
g) dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SIDA SAMEKTA bertanggungjawab kepada Lurah. 



	KETIGA
	:
	Keputusan  ini   mulai  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan.



Ditetapkan di Sidoharjo
pada tanggal  3  Januari 2023
     LURAH SIDOHARJO,



      EVI NURCAHYANI


LAMPIRAN 
KEPUTUSAN LURAH SIDOHARJO
NOMOR 13a TAHUN 2023
TENTANG
TIM  PELAKSANA  SISTIM INFORMASI DESA SARANA MEWUJUDKAN DESA AKTIF DAN SEJAHTERA
(SIDA SAMEKTA)


SUSUNAN PERSONALIA ,
	NO.
	Nama
	Jabatan
	Unsur

	1
	Evi Nurcahyani
	Pembina
	Lurah

	2
	Heru Eko Susilo
	Penanggung Jawab
	Carik

	3
	Waluyo
	Koordinator
	Kamituwa

	4
	Ari Yani Yuliastuti
	Administrator
	Kaur Danarta

	5
	Andang Sulistriyanto
	Operator
	Kaur Pangripta

	6
	Dwi Suryani
	Jurnalistik
	Tokoh Masyarakat 





LURAH SIDOHARJO,



 EVI NURCAHYANI
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